BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.755, 2017 KEMTAN. Dokumen Karantina

Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017
TENTANG
DOKUMEN KARANTINA HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Hewan.

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

02/Kpts/0OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat

Mengingat

Karantina Hewan, telah ditetapkan dokumen dan

sertifikat karantina hewan;

b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan

dan kemajuan teknologi, dokumen dan sertifikat karantina

hewan yang selama ini dipergunakan sudah tidak sesuai lagi

dan perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan,

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian

Dokumen Karantina Hewan;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992

perlu

tentang

tentang

Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3482);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4002);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/
OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina
dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian = Nomor 44 /Permentan/ 0T.140/3/2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 94 /Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit
Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 428);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Menetapkan
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Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG DOKUMEN
KARANTINA HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan
sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama
dan penyakit dari luar negeri dan dari suatu area ke area
lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah
Negara Republik Indonesia.

Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut
Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan
untuk mencegah Hama Penyakit Hewan Karantina
masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah
negara Republik Indonesia.

Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya
disebut Hama Penyakit Hewan Karantina adalah semua
hama, hama penyakit dan penyakit hewan yang
berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan
internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan
masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut
tingkat resikonya.

Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang
selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan,
bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan/atau
benda lain yang dapat membawa Hama Penyakit Hewan
Karantina.

Dokumen Karantina Hewan yang selanjutnya disebut
Dokumen Karantina adalah semua formulir yang

ditetapkan oleh Menteri dalam rangka tertib administrasi
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10.

11.

12.

13.

14.

pelaksanaan Tindakan Karantina.

Dokumen Lain adalah dokumen yang diterbitkan menteri
lain yang terkait atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya
sebagai persyaratan utama dan/atau pendukung untuk
setiap pemasukan, transit, atau pengeluaran Media
Pembawa.

Sertifikat Veteriner adalah sertifikat kesehatan untuk lalu
lintas hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa
penyakit hewan lainnya yang diterbitkan oleh otoritas
veteriner kabupaten/kota asal.

Produk Hewan adalah Media Pembawa termasuk di
dalamnya bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media
Pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik
Indonesia atau ke area lain di dalam wilayah negara
Republik Indonesia.

Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media
Pembawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia
atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara
Republik Indonesia.

Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah
pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan
penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos
perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain
yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan
dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.

Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum
yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang
bertanggung jawab atas Pemasukan, transit, atau
Pengeluaran Media Pembawa.

Penanggung Jawab Alat Angkut adalah orang atau badan
hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan,
keberangkatan, atau transit alat angkut.

Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut
Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang

diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.
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15. Dokter Hewan Petugas Karantina yang selanjutnya
disebut Dokter Hewan Karantina adalah dokter hewan
yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan
Tindakan Karantina.

16. Paramedik Karantina Hewan yang selanjutnya disebut
Paramedik Karantina adalah petugas teknis yang
ditunjuk oleh Menteri untuk membantu pelaksanaan
Tindakan Karantina.

17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang
selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT di
lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Karantina Pertanian.

18. Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang Karantina hewan

dan tumbuhan.

Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar
pelaksanaan penerbitan Dokumen Karantina.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk kesamaan
pemahaman dan keseragaman serta tertib administrasi

pelaksanaan Tindakan Karantina.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi jenis dan
bentuk dokumen, tata cara pengisian dan penggunaan

Dokumen Karantina, dan pencetakan Dokumen Karantina.



